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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penegakan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia 

dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi. Penegakan hukum administratif 

dilaksanakan dengan memberikan sanksi administratif keimigrasian 

sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Sedangkan 

pelanggaran pidana akan diberikan sesuai hukum acara pidana. Proses 

penegakan hukum bagi Warga Negara Hungaria yang melakukan 

pelanggaran hukum keimigrasian di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Warga Negara Asing tersebut telah 

melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian yang mengatur, “Pejabat Imigrasi berwenang 

melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing 

yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya 

dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau 

tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. 

Petugas imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 

mengenakan sanksi administratif kepada pelaku berupa deportasi dengan 

pencegahan dan penangkalan. Selama proses penegakan hukum ini 

petugas imigrasi juga menempatkan RS di RUDENIM Semarang sesuai 
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Pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, yang mengatur mengenai pejabat imigrasi yang 

berwenang menempatkan Warga Negara Asing dalam Rumah Detensi 

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut dikenai 

tindakan administratif keimigrasian karena melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu 

ketertiban umum.  

2. Proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang melakukan 

pelanggaran hukum keimigrasian khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas 

imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Kendala-kendala 

yang dialami khususnya selama penegakan hukum bagi pelaku (RS) 

terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal yakni, jumlah 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta yang tidak banyak. Kendala eksternal yakni, pelaku yang 

tidak memahami ketentuan yang diatur dalam hukum keimigrasian 

Indonesia sehingga ia melakukan pelanggaran hukum keimigrasian 

dengan mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta pelaku yang 

kurang lancar dalam berbahasa Inggris.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada 

selama proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang 

melanggar hukum keimigrasian Indonesia khususnya bagi Warga Negara 

Hungaria yang melanggar ketentuan imigrasi di Siyono, Kabupaten 
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Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari upaya untuk 

mengatasi kendala internal dan eksternal. Upaya untuk mengatasi 

kendala internal adalah dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi 

antar petugas imigrasi untuk memperlancar penegakan hukum kepada 

pelaku. Upaya untuk mengatasi kendala internal adalah dengan 

menyediakan penerjemah bagi pelaku yang kurang lancar dalam 

berbahasa Inggris selama proses penegakan hukum kepadanya. 

Penerjemah akan membantu untuk menjelaskan ketentuan imigrasi yang 

dilanggar oleh pelaku sehingga, pelaku mengetahui secara jelas 

pelanggarannya. Upaya tersebut juga dilakukan agar proses penegakan 

hukum imigrasi kepada RS berjalan lancar. Petugas imigrasi pada Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga menghubungi Kedutaan Besar 

Hungaria untuk membantu pelaku selama proses penegakan hukum 

pelaku (RS) sampai dengan kepulangannya ke Hungaria. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Proses penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing, 

pemerintah khususnya petugas imigrasi perlu meningkatkan kegiatan 

pengawasan bagi Warga Negara Asing yang hendak masuk dan sedang 

berada di wilayah Indonesia. Tujuan pengawasan ini adalah untuk 

mencegah Warga Negara Asing melanggar ketentuan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Pengawasan ini juga perlu dilakukan oleh Kantor 
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Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kepada Warga Negara Asing yang 

hendak masuk maupun yang sedang berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Melalui pengawasan yang dilakukan diharapkan 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicegah.  

2. Proses penegakan hukum imigrasi bagi Warga Negara Asing yang 

melanggarnya, terdapat kendala-kendala yang pernah dialami petugas 

imigrasi khususnya, petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Yogyakarta. Terhadap kendala-kendala yang dialami tersebut, 

diperlukan adanya kerja sama untuk mengatasi kendala-kendala yang 

dialami sehingga, pada proses penegakan hukum keimigrasian dapat 

berjalan dengan lancar. Kerja sama berbagai pihak dilaksanakan dengan 

koordinasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal kantor 

imigrasi. Pihak internal adalah para petugas imigrasi di kantor imigrasi 

dan pihak eksternal yakni, warga dan pihak di tempat di mana terjadi 

pelanggaran oleh Warga Negara Asing serta kedutaan besar negara asal 

Warga Negara asing tersebut. Komunikasi dari kedutaan besar negara 

asal Warga Negara Asing tersebut menjadi penting terkait dengan pihak 

yang dapat membantu Warga Negara Asing yang melanggar hukum 

imigrasi tersebut untuk dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Penyediaan penerjemah bagi Warga Negara Asing yang 

terkendala dalam komunikasi akan membantu Warga Negara Asing 

dalam memberikan keterangannya pada proses penegakan hukum 
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kepadanya. Melalui kerja sama berbagai pihak ini, upaya dalam proses 

penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang 

melanggarnya akan berjalan lancar. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

pernah dialami oleh petugas imigrasi dalam menegakkan hukum 

keimigrasian terhadap Warga Negara Asing khususnya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, petugas imigrasi diharapkan memperkuat 

koordinasi dan komunikasi pihak internal dan eksternal pengawas Warga 

Negara Asing. Melalui kerja sama dan komunikasi yang lancar tersebut, 

penegakan hukum keimigrasian kepada Warga Negara Asing yang 

melanggar akan berjalan lancar dan dapat menekan terjadinya kembali 

kendala-kendala yang pernah dialami selama proses pemeriksaan 

terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan imigrasi 

Indonesia. 
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